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BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 NOMOR       TAHUN 2024
TENTANG
HARGA POKOK SATUAN KEGIATAN (HSPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;

	
	
	b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf a diperlupan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntanbilitas;

	
	
	c. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;

	
	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2024.

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

	
	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

	
	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

	
	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	
	7. 
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	8. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	9. 
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

	
	
	10. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	11. 
	Peraturan Pemerintah  Nomor   71   Tahun   2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

	
	
	12. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	
	
	13. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

	
	
	14. 
	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

	
	
	15. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

	
	
	16. 
	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

	
	
	17. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);

	
	
	18. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108  Tahun 2016 tentang Penggolongan dan  Kodefikasi  Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

	
	
	19. 
	Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

	
	
	20. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

	
	
	21. 
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

	
	
	22. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

	
	
	23. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

	
	
	24. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

	
	
	25. 
	Peraturan Bupati Sumedang Nomor .......... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor ......);

	
	
	26. 
	Keputusan Bupati Sumedang Nomor ...... Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor ....).

	
	
	27. 
	Peraturan Bupati Sumedang Nomor ........... Tahun 2024 tentang Standar Belanja Umum (SBU) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor ....).


	
MEMUTUSKAN


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA POKOK SATUAN KEGIATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024

	
	
	

	
	Pasal 1

	
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan. 

	
	
	

	
	Pasal 2

	
	Penyusunan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

	
	

	
	Pasal 3

	
	Penerapan HSPK bertujuan untuk:
1. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

	
	

	
	Pasal 4

	
	Jenis HSPK meliputi :
1. HSPK Bidang Umum;
2. HSPK Bidang Bina Marga; 
3. HSPK Bidang Cipta Karya dan Perumahan;
4. HSPK Bidang Sumber Daya Air.

	
	

	
	Pasal 5

	
	1. 
	HSPK merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari Standar Harga Satuan dan/atau Standar Biaya Umum sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum.

	
	2. 
	HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

	
	
	

	
	Pasal 6

	
	Dalam hal HSPK tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, HSPK dapat menggunakan :
a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
b. Harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

	
	

	
	Pasal 7

	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

	
	
	

	
	
	



Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal            Juni 2024

BUPATI SUMEDANG,




          YUDIA RAMLI
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